
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

NOMOR 7 TAHUN 2005  
 

T E N T A N G  
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,  

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 14 Juni 2004, 
dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 
Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) 
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, serta untuk memenuhi maksud dari 
visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sampai Tahun 2010, agar PT Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah masuk kedalam kelompok Bank Regional, 
maka perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada 
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; 

        
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1622); 

    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 
Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 

    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4286); 

    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

    7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

    8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

    9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, (Lembaran Negara 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996, dan diubah lagi dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998; 

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan 
Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank 
Pembangunan Daerah; 
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    13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 
1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 
2005 Nomor 6 Seri D); 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
dan 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA 
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN 
TENGAH. 

   BAB I  
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

   Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
   1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
   2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah. 
   3. Gubernur adalah Gubernur  Kalimantan Tengah. 
   4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

   5. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank  Pembangunan Daerah Kalimantan 
Tengah. 

  BAB II 
T U J U A N 

Pasal 2 

  Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Tengah, adalah : 

  a. Memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan hasil Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Tengah tanggal 14 Juni 2004 agar Bank dapat masuk pada kelompok Bank 
Regional sekaligus sebagai Bank Devisa dengan jumlah modal paling sedikit Rp. 
150.000.000.000,- (Seratus lima puluh milyar rupiah) pada Tahun 2010. 

  b. Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan 
ekonomi nasional maupun global. 

  c. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank. 
  d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu 

dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah. 
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